
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3569); 

ten tang 

Dalam 

Tahun 1950 

Ka bu paten 

Nomor 13 

Daerah-daerah 

2. Undang-Undang 

Pembentukan 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

Menimbang: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Ka bu paten Klaten Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016, perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016; 

BUPATI KLATEN 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 20 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sbagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4844) 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Tahun 2004 tentang 6. Undang-Undang Nomor 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Ndonesia Tahun 2003 

Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 

Pinjaman Daerah (lembaran negara republik Indonesia 

tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Serta 

Penyampaiannya; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 11); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

( Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

49); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 57); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

58); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 

2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten 

Klaten Nomor 72); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 

2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 

2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha {Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 74); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu {Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 
75); 
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PERTANGGUNGJAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN SELANJA DAERAH KASUPATEN 

KLATEN TAHUN ANGGARAN 2016 . 

PENJASARAN TENT ANG SUPATI PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 

2017 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2017 Nomor 19); 

33. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penatausahaan Bendahara Pemerintah Kabupaten Klaten 

{Serita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 36); 

34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2015 Nomor 46); 

35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Klaten (Serita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2016 Nomor 1); 

36. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 {Serita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2015 Nomor 27); 

37. Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten (Serita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 40); 

Menetapkan 
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Surplus / (Defisit) Rp. (23.726.140.893,84) 

C. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp. 406.262.095.580,00 
b. Pengeluaran Rp. 8.304.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 397.958.095.580,00 

SiLPA Tahun berkenaan Rp. 374.231.954.686, 16 

B. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. l.238.738.884.717,00 

2) Belanja Hibah Rp. 32.171.055.836,00 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 11.810.425.000,00 

4) Belanja Bagi Hasil Rp. 5.826.321.071,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 491.908.747.434,00 

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 260.054.200.00 
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. l.780.715.488.258,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 27.421.377 .821,20 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 253.434.818.136,83 
3) Belanja Modal Rp. 220.759.087.283.00 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 501.615.283.241,03 
Jumlah Belanja Rp. 2.282.330. 771.499,03 

Jumlah Pendapatan Rp. 2.258.604.630.605, 19 

Rp. 224.197.408.481,19 

Rp. l.573.615.108.481,00 

Rp. 460. 792.113.643,00 

A. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 

Pasal 1 
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BERIT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 21 

}ill.·. :, )b ~ft 
Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 7 Agustus 2017 

RET IS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 7 Agustus 2017 

Pit. BUPATI KLATEN, 

~~ 

Telah Oiteliti Oleh Tanggal liliraf 
SEK DA 'l 
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 1r - 

KABAGHUKUM I?,.~ 
KEPALA BPKD XI 
KABID AKUNTANSI ( ,. . 
KASUBID PELAPORAN 'I' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 


